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BAB i

PEF.DAHULUAN

i.l.  Latar Belakang Masalah

Bertambahnya jumlah penduduk serta berbagai kcbutuhan yang makin
beragam banyaknya merupakan sumber pokok permasalahan dalam administr‘asi
pembangunan suatu negara, Adanya peningkatan kegiatan pembangunan berarti pula
kegtatan pemerintah semakin bertambah guna mewujudkan fungsi kesejahturaan
rakyat. Sebagai konsckuensi dari tungsi tersebut, maka pemerintah mengupayakan
sumber daya ekonomi yang ada untuk memngkatkan pendapatan.

Propinsi  Lampung sebagai daerah otonom secara aktif melaksanakan
pembangunan yvang searab wan sesual dengan potensi yang dimiliki serta kondisi
daerahnya sendiri. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan itu maka diharapkan
pemerintah daerah Lampung udak fagr mengharapkan bamuan dari Pemenintah Pusat
dan dapat mengusahakan keuangan pemenntah daerahnya sendiri, oleh karena ity
pemerimtah daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya
sendiri.

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan rakyat, menggalakkan

prakarsa dan peran aktif’ masvarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi



dacrah sccara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah vang luas, nyata,
dinanus, dan bertanggung jawab.

Upaya untuk meyujudkan tujuan tersebut adalah dengan lnclaksanak;ln
pembangunan di daerah yang secara terus menerus dan berkesinambunngan, yang
dijabarkan dalam berbagai program kegiatan yang terencana mel__a!ui tahapan-iahapan
Repelita Daerah, dan selanjutnva setiap tahun dituangkan kedalam rencana
operasional tahunan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
{APBD).

Pemerintah daerah Lampuna dalam melaksanakan pembangunan juga tidak
terlepas  dari masalah dalam mencukupi kebutuhan dana untuk pembiayaan
pemerintah dan pembangunan. Untuk menanggulangi pembtayaan tersebut maka
pemerintah daerah Lampung berusaha menggali sumber-sumber keuangan vang
berasal dari Pendapatan Asli Dacrah, vang merupakan cermin kemampuan suatu
daerah.

Salah satu potenst Pendapatan Aslt Daerah adalah pajak. Potensi pajak-pajak
daerah sangat mendukung kehidupan ekonomi. Pajak daerah secara garis besar terdiri
dari pajak asli daerah dan pajak ncgara yang telah discrahkan kepada daerah, yang
pelaksanaannya  didasarkan  atas  perundang-undangan vang berlaku. Sumber
penerimaan daerah dapat berasal dari lima sumber utama yaitu:

1. Pendapatan Aslt Daerah

b2

Bagi hasil pajak dan non pajak

Sumbangan atau bantuan pembangunan

.l




4. Penerimaan atau bantuan petrbangunan

i

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dapat ditambah sebagai
sumber perencanaan pemerintahan di daerah
Pendapatan Asti daerah adalah penerimaan daerah yang terdiri dari:

1. Pajak Dacrah

!d

Retribusi Daarah

1.aba Perhitungan Dacrah

Lk

4. Penerimaan dari dinas-dinas

5. Penerimaan lain-lain .

Untuk Pajak Kenda,traan Bermoter sendiri adalah pajak pusat yang diserahkan
pada daerah Karena perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat dan
peranannya ikut menentukan kemajuaan ckonomi dan perkenipangan sostal suatu
doerah, pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan mengenai wajib pajak bagi
pemiltk kendaraan bermotor.

Demikian pula Propinsi Lampung vang merupakan salah satu daerah otonom
yang nyata dan bertanggungjawab, scbagai konsekuensinya Pemerintah Daerah
dituntut agar meman*aatkan potensi yang ada sesuai dengan kewenangannya dalam
rangka mengatur rumah tangganya sendiri sebagai badan hukum publik. Salah satu
potensi daerah Lampung vaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah
ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor tahun {934 secbagaimana telah diubab beberapa

kali dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1959 (Lembaran




Negara Tahun 1959 nomor [01) dimana sejemis pajak untuk kendaraan bermotor lahir
pada saat diadakannya pajak rumah tangga tahun 1908. Empat (4) dasar pengenaan
pajak dari nunahtangga,dua(?)cﬁanuwauxladaMhtnengeuaijunﬂahtnacanlsepedd
motor serta jumlah dan macam mobil. Tetapr sejak ordonansi Pajak Kendaraan
Bermotor 1934 diundangkan, maka hampir semua objek atas kendaraan bermotor
vang ada diambtl alth oleh ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor.

Didalam Peraturan Dacrah No. 1 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Pajak
Kendaraan Bermotor adalah sal" .t satu dari berbagai macam pajak daerah vang
pemungutannya dilakukan oleh pemerintah dacrah Propinsi Lan1pﬁng, yang dalam
pelaksanaan pemungutannya dilakukan secara terpadu melalui sistem yang dikenal
dengan nama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) vang terdiri dari
Dipenda, Kepolisian, dan PT, Asuransi Jasa Rahaija.

Untuk mebihat perkembangan target dan realisasi perkembangan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) vang dikelola oleh Dinas Pendapatan Propinsi Lampung
dan Kantor Bersama Samsat dari tahun Anggaran 1999-2003 dapat dilihat pada

Tabel 1:




Target dan realisasi perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKRB) Propinsi

Lampung Tahun Anggaran 1999-2003

| Tahun [ TARGET (Rp) | REALISASI(Rp) | Perkembangan (%)
i 1999 E 25.424.000.000 1; 28.505.142.663 12,12

' 2000 *l 25.000.000.000 : 31.108.573.370 12443

- 2001 J 45.000.000.000 i 42354464276 116,34
200 ' 53.000.000.000 67918210175 128,15

' 2003 } 68.000.000.000 ] 86.967.497.282 | 127,89
I, N | E

Stmber : ;'_)‘r',;;e‘nda Propinst Lampisy

Berdasarkan tabel 1, terlthat realisosi penerimaan Paiak Kendaraan Bermotor
mengalami peningkatan, walaupun tidak terlaiu signifikan. Ini dapat dilihat dan tahun
1999 realisasy Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 28.505.142.668 dengan target
schesar Rp. 25.424.000.000. Kemudian peningkatan realisasi PKB kembah terjadi
pada tahun anggaran 2002 dimans pada Tahun Anggaran tersebut realisasi PKB
scbesar Rp. 67.918.210.175 dengan perkembangan sebesar 128,15 persen. Demikian
pula tahun anggaran 2003, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp
860.967.497.282 dengan perkembangan scbesar 127,89 persen,

Pajak Kendaraan Bermotor di propinsi Lampung merupakan penyumbang
pendapatan daerah dan mcerupakan prosentase vang cukup besar atas uang masuk

vang sctiap tahunnya mengalami peningkatan.




Oleh karena 1tu, dengan dibelrlakukannya otonomi daerah pemerintah daerah
mengharapkan peneritaaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat memberikan kontribusi
vanyg besar terhadap Pendapatan Aslt Daerah (PAD). Karena selama ini diperkirakan
bahwa potensi wajib pajak dacrah belum digali secara optimal untuk dijadikan
schagai sumber Pendapatan Ash Dacrah Sendirt yang potensial untuk dikembangkan
dimasa yang akan datang. Pajak Kendaraan Bermotor ttu sendiri adalah merupakan
sitlah satu sumber pendapatan dacrah vang dianggap potensial untuk menaikkan

pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil uraian diatas maka penulis mengambil

sebuah judul dalam penelitian int adalah “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG -

MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
PROPINST LAMPUNG TAHUN 1985-20027
1.2, Perumusan Masalah

Dalam upaya untuk memmgkatkan penerimaan dari Pajak  Kendaraan
Benmotor dapat ditempuh dengan berbagai cara diantaranya adalah meningkatkan
fuktor-taktor yang mempengaruhi  penerimaan  pajak  tersebut.  Berdasarkan
pengamatan diatas penulis memilih beberapa faktor yanq dapat mempengaruhi
penerimaan Pajak Kendaraan Bermolor dengan  beberapa masalah  dirumuskan
sebagai berikut:
! Berapa besar pengaruh PORB perkapita riil erhadap penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor di Propinse Lampung ?

o

> Berapa besar  pengarub iumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak

Kendaraan Berniotor di Propinst Lampung ?




1.3.

Berapa besar pengaruh jumlah sepada motor terhadap penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor oi Propinsi Lampung ?
Berapa besar pengaruh jumlah mobil terhadap peueriman Pajak Kendaraan

Bermotor di Propinst Lompunyg ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk melihat tentang faktor yang mempengaruhi

pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu sebagai berikut:

1.

1.4.

Untuk mengetahui fakior-faktor yang mempengaruai pencrimaan Pajak
Kendaraan Bermotor di Propinsi Lampung,

Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor PDRB perkapita it
Jumlah Penduduk, Jumiah Sepeda Motor, Jumlah Mobil terhadap penerimaan

Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Lampung,

Manfaat Penclitian

Manfaat penelitian 1ni adilah sebagai berikut:

Bagi aparatur pemerintah, sebagai. usvlan dalem wusaha peningkatan
pendapatan asli daerah tervtama untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan untuk menentukan suatu langkah kebijakan.

Bagi peneliti sebagai wujud pencrapan ilmu-ilmu yang selama ini telah
didapatkan dibangku kuliah yang digunakan sebagai syarat untuk

menyelesatkan fenjang penu.di%an Strata 1 (S1) guna mendapatkan gelar




kesarjanaan  pada  Foakaitws  Ekononmu Jurwsan  {lmu IFkonomi  Studi

Pembangunan Universitas [stam Indonesia.

EJ I

Metode Penelitian

Se¢jalan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah dan beberapa
tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan digunakan studi pustaka dan studi
kasus.

1.5.1. Daerah Penelitian s
Penelitian dilakukan di-]’ropinst Lampung

1.5.2. Jenis Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah merupakan datd sekunder

1.5.3. Sumber Data

a. Dipenda Propiast Lampung

b. BPS Propinst Lumpung

c. SAMSAT Proptnst Lampung '

1.5.4. Data-Data vang di Perlukan

a. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Lampung

b. PDRB perkapita riil di Propinst Lampung

¢. Jumlah Penduduk di Propinst Lampung

d. Jumlah Sepeda Motor di Propinsi Lampung

. fumlah Mobtl di Propinsi Lampung



16. Metode Anal.sis Data
1,6.1. Metode Kaalitatif
Metode yang berdasarkan paca amalisis variabel-variabel yung tidak dapat
divkur atau mcenggunakan analisa vang sifatnya menguraikan dalam bentuk
kalimat.
1.6.z. Metode Kuantitatif
Metode yang mengujt dan n.zntlar data yang terkumpul dengan meaggunakan
rumus-rumus yang diambil dari buku teks yang berhubungan dengan masalah
yang dikaji.
1.6.2.1.  Model Persamaan
Pcrsamaan yang digunakan regresi persamean dalam bemtuk mon finier
dikarenakan dalam bentuk ini menunjukkan hasil yang lebih baik dan
dikarenakan scatter plot menunjukkan kecenderungan untuk mempergunakan

model im.

LogY= BaLog Xo + BiLogX, + B:LogAs+ B3LogX; - B4 LogX +E

Y = Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (dalam juta rupiah)
Bo = Konstanta
Pi. B2, B Bs = K efisien elastisitas dari  masing-masing variabel vang

mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak K ndaraan Bermotor
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= PDRB perkapita riil (dalam rupiah)

= Jumlah Penduauk (dalam jiwa)

= Jumlah Sepeda Motor (dalan unit)

= Jumiah Mobil (datam vnit)

= Variabel Gangguan

1.6.2.2. Pengujian Hinotesis

Uji Statistik

Pengujian hipotesis statistik, ya.ug meliputi pergujian hipotesis secars
serempak (u’ F-test statistik), pen-ujian hipotesis secara individu (uji t-test
statisti..} serta pengujian ketetapan perkiraan (R®).

a. Pengujran Parsial (uji t-test statistik)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji T-Test statistik. Tujuan
penggunaan wji T-Test statistik adalah untuk menguyi parameter secara parsial
atay sendiri-sendiri dengan tingkat kepercayaan tertentu.

Ho: fi < 0, artinya independen variabel secara individu tidak berpengarub
secara signifikan terhadap variabe’ dependen

Ho:$i > 0. artinya independen variabel secara individu berpengaruh

positif sigm!ikan terhadap variabel dependen




Pengambilan keputusan:

e Jika t hrtung < t tabel, maka Ho diterima. Berarti variabel independen
tersebut secra individu tidak berpengaruh secara signifikan terhad.ap
variabel dependen.

e Jika t hitung =  tabel maka Ho ditolak. Berarti variabel independen
tersebut secara individu berpengaruh secara signiftkan dan posittf terhadap
variabel dependen.

Gambar 1

Kurva Distribusi (

Daerah
penclakan Ho

Dacrah
penerimaan o

b, Pengujtan Secara Serempak ( Uji F- test statistik )

Ut -test satausuk  dilakukan unwuk mengetahui  proporsi  variabel
dependen yang dijelaskan oleh vanabel independen secara serempak atau
gabungan, dilakukan pengujian hipotesa necara serentak dengan menggunakan

ujn F.
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Ho: (1 = fi2 = i3~ f4.: artinya independen variabel secara
bersama-soma tidak berpengaruh terhadap dependen varizbel

Ho: B1 # fB2 # $3 7 p4.: artinya independen variabel secara
bersama-sama berpengaruh terhadap dependen vartabel.

Pengambilan Feputusan :

» Jika F hiwng <0 F tabel, 'maka Ho diterima. Berartt variabel independen
tersebui  secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap variabet dependen.

e Jika F hitung » [ tabel, maka Ho ditolak. Berartt variabel independen
tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan lerhaz:[ap
variabel dependen.

Gambar 2

Kurva Distribusi F

o diterima Ho ditolak

v
|




I3

c. Koefisien Determnasi ( RY)

R? adalah suatu besaran yang lazim dipakai untuk mengukur kebaikan
kesesuaian ( goodness of fit ), yaitu bagaimana paris regresi mampu
menjclaskan fenomena yang terjadi. R* mengukur proporsi ( bagian ) atau
persentase total - ariasi data { variabel independen ) yang dijelaskan oleh
model regresi. Semakin tinggi nilai R?, maka garis regresi sampel scmakin
baik. Tingkat ketetapan regresi ditunjukkan oleh besamya koefisicn
determinasi R, yang terletak pada 0 < R® < |
Uji Asumsi K1, sik
a. Uj Autokorclas:

Autokorclasi merupakan Korelasi anara residual satu observasi dengan
observasi laiu yang disusun menumit urutan waktu ( fime series ) magpun
menurul urutan ruang 1@au temoat { cross se ction ).

Untuk menguji apakah hasil estimasi suatu model regresi tidak
mengandung korelas) -erial dian.ara disturbance term-nya, maka digunakan

D-W Statistik ;

n
S (et ~et )

=2

Dw =

”

Det’

(33




14

e hka d - dl atau du > (4 - di) maka Ho ditolal’, dengan pilthan pada
alternatt! yang berart terdapat autokorelasi.

e lika d terietak antara du dan (4 — du) maka Ho ditenima yang berarti tidak
ada autokorelasi.

e Jika d terletak antara dl & o du atau diantara ( 4 — du ) dan ( 4 — dl ), maka
upt DW tidak menghastlkan kesimpulan yang pasti. Untu'c nilai-nilai i
tidak dapat ( pada suatu tingkat signifikan tertentu ) disimpulkan ada

tidaknya autokorelasi diantara faktor-faktor gangguan.

Ada Dacrah Tidak ad? ) Daerah raguy
autckorelas|{ ragu-ragu autokorefasi ragu Ada
positif baik positif autokoreias
maupun negatif
negatif
0 di du 4-dl 4-du 4

b. Uji Heteroskedastisitas

Uy i digunakan untuk mengupn apakah faktor - faktor pengganggu
mempunyai varian residual vang sama atau tidak. Ada beberapa metode yang
digunakan untuk mendeteksi heteroskedasusitas, salah satunya dengan Uji

Park.




Bentuk fungsional vang digunakan oleh park dalam percobaan salah
satunva adalah:
]ncf = @+ BInX; + v,
Dimana : Vi - unsur kesalahan \
Jika B pada regresi tersebut diatas adalah signifikan secara
statistik. maka berarti terdapat heteroskedastisitas di dalam

data.

Uji Mulukolhinearitas

o

Tujuan uji multikolinearitas untuk mengetahui ada tidaknya hubungan
yang sempurna atau tidak sempurna diantara beberapa atau semua variabel
vang menjelaskan. Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat koreiasi
antar variabel independen. |

Salah  satu  metode  vang digunakan untuk mengatasi  masalah
multikolinearitas pada suatw model regresi adalah dengan cara melakukan
regresi dependen variabel bebas yang terkandung dalam suatu model regresi
vang sedang di ujl.

Jika variabel bebas vang baru dimasukkan ke dalam percobaan
mengakibatkan perbaikan R* tanpa menycbabkan koefisien -koefisien regresi
menjadi tidak dapat diterima disebabkan tanda yang salah, maka varial: |

[

bebas ini dianggap scbugai variabel bebas yaag berguna.




1.7.

Setelah itu dihitung nilat F, dengan rumcs :
R/ k-1 )
Fo=
(I-RE‘J /{n=k)
Jika F hitung > F tabel, berarti variabel imdependent berkorelasi dengan
variabel independen fainnva, sehingga terdapat multikolinearitas.
Jika F hitung < F tabel, berarti variabel independen tidak berkorelasi

dengan variabel independen lainnya sehingga tidak ada multikolinearitas.

Hipotesis

Hipotesis vang diuji pada analisa atas variabel-variabel independen vang

muempengaruht penerimaan Pajak Kendaraan Benmolor di Propinst Lampung adalah ¢

l.

_[ ot

Bahwa PDRB perkapita riill berpengaruh sccara nyata dan positif terhadap
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini berarti semakin besar PDRB
perkapita rul, maka  penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor semakin
mentngkat.

Bahwa jumiah pendueduk berpengaruh secara nyata dan positif’ terhadap
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini berarii semakin besar jumlah
penduduk, maka pencrimaan Pajak Kcoddaraan Bermotor semakin mentngkat.
Bahwa jumlah sepeda ™ .or berpengaruh secara nyata dan positif terhadap

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah
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*

sepeda motor, maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor semakin
meningkat.
4. Bahwa jumlah mobil berpengaruh secara nyata dar negatif terhadap

penerimaan Pajak Kendaran Bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah

mobil, maka penerimaan Pajak Kondaraan Bermotor semakin berkurang.

1.8,  Sistematika Penulisan

BAR 1. Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penilitian, metode penelitian, hipotesa penelitian,
sistematika penulisan.

BAB I1. Telaah Pustaka, berisikan studi pustaka terhadap penelitian sejenis
vang telah ditakukan sebelumnya.

BAR IIl. Gambaran Umum, tentang objek penelittan, memual penjelasan
mengenai objek penelitian menvangkut sejarah singkat, jumlah penduduk, jumlah
kendaraan bermotor, pendapatan penduduk perkapita, dan lain-lain.

BAB 1V. Landasan Teori, menjelaskan teori-teori yang dijadikau rujukan
dalam penchitian s,

BAB V. Analisis Data, menyajikan hasil estimasi data melalui metodologi
vang telah dijelaskan, |

BAB VI Kesimpulan dan Saran, memuat kesimpuian dart penelitian dan

akan diakhiri dengan dallar pustaka dan lampiran-lampiran vang mendukung

penelitian,
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BAB Il

TELAAH PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan ringkasan dari hasil penelitian-penelitian
sejems yang telah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang pernah
dilakukan mengenai masalah Pajak Kendatan Bermotor, antara lain

M. Nu'man Nz'iem. dalam skripsi sarjana FE Ul mengenai Analisa
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor di Propinsi Dacrah Istimewa Yogyakarta, 2001, dapt disimpulkan
bahwa: |
a. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan

realisasi penerimaan Pajak Kel_ldaraan Bermotor di Propinsi DIY, Untuk

waktu-waktu mendatang memiliki prospek yang baik dan merupakan
penyumbang PAD vang saﬁgat potensial.

b. Dengan adanya pentngkatan PDRB perkapita riil masyarakat maka akan
meningkatkan peneriman Pajak Kendaraan Bemmotor. Maksudnya dengan
meningkatkan pendapatan masvarakat maka kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak semakin ttingg. Didalam hal ini pemerintah daerah
sebagal pemungut pajak kendalanya juga harus berusaha meningkatkan
profesionaltsme  atau kinerja didatam  pemungutan Pajak Kendaraan
Bermnotor sebagat bentuk pelayaran kepada masyarakat dengan birokrasi

yang mudah dan berhati-hati.



Tingkat inflast juga sangat berpengaruh didalam realisast peneriman Pajak
Kendaraan Bermotor dalam hal ini perlu adanya usaha pemerintah untuk
menekankan laju inflasi vang terjadi di DIY dcnganl kebijakan-kebijakan
pemerintah daerah vang dianggap efektif dan efisien.

Jumlali penduduk juga sangat berpengarch terhadap realisast penerimaan
Pajak kendaraan Bermotor. Maksudnya dengan T ertambahinva juinlah
penduduk maka kebutuhan akan sarana ansportasi juga semakin banyak.

dalam hal im pemerintah harus berusaha untuk mengembangkan fasilitas

jalan raya agar tidak terjadi kemacetan.




3.5

BAB III

GAMBARAN UMUM

TINJAUAN UMUM PROPINSI LAMPUNG

3.1.1. Keadaan Geogratis

Propinsi Lampung terletak pada [03° 407 sampai 105° 5¢° Bujur
Timur dan 6° 45" Lintang Selatan. dengan batas-batas wilayah sebagai
benkut:
* Dnsebelah Utara dengan Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
» D1 sebelah Sclatan dengan Selat Sunda
e Disebelah Timur dengan Laut fawa
e D sebelah Barat dengan Samudra Indonesia

Propinst Lampung dengan ibu-ota Bandar Lampung, yang merupakan
gabungan dart dua kota kembar Tanjungkarang dan Telukbatung memiliki
wilayah yang relatif cukup fuas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan
utamanya bemama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti
Pasar lkan (Telukbetung), Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung.
Sedangkan dr Teluk Semang!a adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat
pula pelabuban nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapan: . Disamping
itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan
menyusurt sungar Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia
terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalalh Radin Intan

vaitu nama baru dari Branti, 28 ki dari ibukota melaiui jalan negara menuju




Kotabumn, dan Lapangan terbang AURL terdapat di Menggala yang bernama
Astra Ksetra.

Pada tahwun 1999 wilayah Propinst Lampung dimekarkan menjadi 7
kabupaten/kota. kemudian dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 1999
dimekarkan lagi menjads 10 kabupaten/kota. Luas wilayah Propinsi Lampung
3.528835 Ha, dengan luas masing-masing witlayah kabupaten/kota adalah
sebagai berikut

Tabel 3.1. Wilavah Kabupaten/Kota Propinsi Lampung

3 1. Kab. Lampung Barat : 495040 Ha i
E 2. Kab. Tanggamus J: 335.661 Ha '
! 3. Kab, Lampung Selatan l[ ~318.078 Ha l
! 4. Kab. Lampung Timur i 433.789 Ha |
: 3. Kab. Lampung Tengah | 478.982 Ha

6. Kab. Lampung Utara 272.563 Ha

| 7. Kab. Way Kanan | 392163 Ha
: 8. Kab. Tulang Bawang | 777.084 Ha

! L
"9 Kota Bandar Lampung | 19.296 Ha

| 10. Kota Metro : 6.179 Ha
Sober BPS Propuni Lamprng 3062

Kawasan bagian barat  Propinst  Lampung merupakan daerah

pegunungan scbagar rangkaian dan Eukit Bansan. Teretat tiga buah gunung

yang tingginva lebih dan 2000 m dari penmukaaan laug, yaituw Gunug Pesagi di

Rabupaten Lampung Barat dengan ketinggian 2.239 m, Gunung Tanggamus
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dengan Tmggm 2 102 m terletak dr Kabupaten Tanggamus dan Gunung Tebak
dengan Tingg: 2.315 m terletak di Kabupaten Lampung Utara.
3.1.2. Keadaan Penduduk

a. Distiibusi penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2000-20035, jumlal penduduk

Lampung tahun 2002 tercatat scbesar 6.787.654 orang. Benkut distribusi

jumlah penduduk Propinsi Lampung berdasarkan kabﬂparen/kota tahun

2002 :
Tabel 3.2, Penduduk Propinsi Lampung Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2002
Kabupaten Jumlah Penduduk(dalam jiwa) |
Lampung Barat 377.298
Tanggamus - 800910
Lampung Selatan é 1.162.708 :
Lampung Timur 879.863
Laiﬁbulig Téngah - 1.064330
Lampung Utara 543.020
Way Kanan 358.724 §
: Tulang Bawang R | 712671
: Bandar Lampungm ﬁw'iiw 767.036
Metto 121.094 |
: Jumlah '[ 6.787.654
' ! e e

Sumber : BPS Propinsi Lampung 20027




b, Komposisi umuor

[ ]
(Y]

Menurwrt jenis Kelanun junlah penduduk di Propinsi L.ampung tahun

2002 terdin dan 3.504 700 juta perduduk laki-laki dan 3.283.394 juta

penduduk perempuan, Menurut kelompok umur penduduk u: .a muda (0 -

(4 tahun) pada tahun 2002 wrcatat sebesar 0.32 %. Kelompok usia (15 -

635 tahun) tercatat 0,65 % dan penduduk kelompok usia (65 tahun keatas)

sebesar (.03 %. Besamya penduduk usia produktif berkaitan erat dengan

potensi tenaga kega. Adanya jumlah penduduk usia produktif yvang besar

berarti jumnlah tenaga kerja yang tersedia juga besar.

3.1.3. Keadaan Ekonomi Propinsi Lampung

Untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah, bisa dilakukan .

dengan melihat pedkembangan Produk Domestik Regronal Bruto (PDRB).

Tabel 3.3. PDRB Propinst Lampung atas dasar Harga Konstan 1993

menurut Lapangan Usaha Tahun 1999 - 2002 (Jutaan Ruptah}

a. Industr Migas

958.793

No, Lapangan Pekerjaan Tahun
1999 2000 2001* 2002
1 | PERTANIAN - 2,613,954 | 2.,623.104 | 2.708.911 | 2.713.032
a. Tanaman Eahan Makanan 1100478 | 1.099.185}F 1.156.841 | 1.138414
b. Tanaman 2erkebunan 721.185 739179 744 694 759589
¢. Peternakan 4535241 471795 488716 490911
d. Kehutanan 12.809 17.022 22.937 25.136
e. Perikanan 325958 205923 295723 208 082
2" | Pertambangan & Galian 159.037 173993] 1795571 270346
a. Minyak dan Gas Bumi ' 64'(};? 70'228 ing 160‘??3
b. Per‘rambgngan Tanpa Migas 04 048 103.708 109272 109 735
N ¢ Pengpalian T '
3 | INDUSTRI PENGOLAIIAN 982.271 | LO16.569 [ 1.040.422
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b. industri Tanpa Migas 958.793 9822711 1.016.569( 1.040.422
LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 66.577 76.226 87.360 22.638
a. Listrik 57 648 66.640 77350 82.365
b Gas _ _ - -
c. Air Bersih 892 9.586 10.010 10,273
I BANGUNAN 481,425 526.797 554.693 577.640
PERDAGANGAN. HOTEL & RESTORAN |1 084,320 | 1.102.315] 1.114.189 | 1.040.422
a. Perdagangan Besar& liceran 993.740 | 1.003.647 | 1.014.003{ 1.053.423
b. Tlotel 13.23] 13.466 13768 14,550
¢ Restoran 773491 85202|  86418) 103819
Pengangkutan & Komunikasi 566,051 668.154 710.118 752.554
. B P B
a '] ”:f‘"'%"“'f'" 447800 | 522783 534536 572962
. Angkutan rel
2. Angkutan jalan rava 3.309 2.700 3.2 3.204
3 Anékutan Iaut,sufiuai. 313.396 378.605 392 907 398.414
dan danat = 73,156 30265 77.833 07 458
4, Angkutan udara . >19 263 781 1046
5. Jasa penunjang angkutan 3?‘422 60.650 59.701 72.840
b Komunikasi 118.242 145.271 175.582 179.592
KEUANGAN, PERSEWAAN DAN
:{‘l"s‘?sflﬁi”s“““""“ 382.387] 382152 388.877| 500.595
b, Lembaga Keuangan Bukan 36.976 12.494 438 -4'842
Bank ; = 24 806 42.343 47.012 54 795
c. Sewa Bangunan 304 928 309 898 323394 422579
d‘ lasa P | 15.677 17417 18.033 18.370
. Jasa Perusahaan T
JASA-JASA 625.881 639.342 672.991 697.338
a. Pemerintahan Umum &
Pertahanan 518.756 529.559 558.812 573.531
b Swasla 107.125 109,783 114,179 123.807
1. Sosial kemasyarakatan 66,171 66.606 68.721 73.189
2. Hiburan dan rekreasi 3.692 3.723 3.751 4.020
3. Perorangan dan rumah 37.262 39.454 41707 46.598
tangga
’;‘;‘3‘1’3“5‘ DOMESTI:"  REGIONAL 6,938,425} 7.174.254] 7.433.265] 7.816.357

Sumber - Badan Pusal Statisnk Prop. Laspung, 2002
*anuka sermentara

**angka sangal sementara




PDRB perkapita merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata mlai
tambah bruto yang diciptakan oleh setiap penduduk selama satu tahun pada
daerah/wilavah tertentu. Nilai indikator ini belum secara langsung
menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena masih ada indikator
lain yang mempengaruhinya yaitu perkembangan jumlah penduduk.

Dari tahun ke tahun teriihat bahwa PDRB perkapita Propinsi Lampuny
terus mengalani peningkatan, jika pada tahun tahun 1999 PDRB perkapita
Propinst Lampung hanya Rp. 6.938.425,- namun pada tahun 2000 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 7.174.254.-. Sektor vang paling "banyak memberikan
kontribusi terhadap PDRB adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp.
2.613.954 - pada tahun 1999 kemudian kembali mengalami kenatkan sebesar

Rp. 2.623.104.- pada tahon 2000.

3.2 TINJAUAN KHUSUS OBYEK PENELITIAN

Sumber pajak Dacrah Propinsi Lampung yang potensial adalah Pajak
Kendaraan Bermotor {PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-
KB), dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor maka
penenmaan pajak kendaraan ' crmotor akan meningkat pula dan secara tidak
langsung akan meningkatkan pendapatan daerah Propinsi Lampung. .Namun perlu
diperhatikan dampak negatif dari pemingkatan jumlah kendaraan vang ada dijalan

vaitu adanva polusi udara dar kecelakaan lalu lintas.
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3.3. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

3.3.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yng dikenakan terhadap
kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor
adalah semua kendaran beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang

digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tekais

berupa motor atau peralatan faimiya yang berfungsi untuk mengubah suatu -

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bemotor yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak '
3.3.2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak

Dasar hukum  yang mendasari diberlakukannya Ordonansi Pajak
Kendaraan Bermotor adalabh Staatsblad 1934 No.718 sebagaimana telah
ditambah dan diubah dengan Staatsblad 1935 No.551, Staatsblad 1939
No.603, Staatsblad 1940 No.226. Staatsblad 1949 No.376, Peraturan
pengganti Undang-Undang (Perpu) 1959 No8 Lembaran Negara 1959
No.10t1.

Pidalam Peraturan Daerah No. ! Tahun 2002 dijelaskan bahwa Pajak
Kendaraan Bermotor adalah salah saru dari berbagai macam pajak dacrah
yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah Propinsi Lampung,
vang dalam pelaksanaan pemunguiaraya dilakukan secara terpadu melalui

system yang dikenal dengan nama Sistam Administrasi Manurggal Satu Atap

' Kesit Prakosa, Bambang. Pufuk Jdun Reritast Dacrah, UL PRESS, Yogyakarta, 2003, hal, 100




(SAMSAT) vang terdiri dari Dipenda, Kepolisian, dan PT. Asuransi Jasa
Raharja.
3.3.3. Subyek Pajak dan Obyck Pajak Kendaraan Bermotor
3.3.3.1. Subye.. Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut ordonansi Pajak Kendaraan Bernmotor 1934, pajak terutang
oleh orang vang mentegang kendaraan bermotor. E(epala keluarga
dianggap sebagai pemegang kendaraan bermotor kepunyaan anggota
keluarganya. Jika sebuah kendaraan benmotor bersamaan dipegang oleh
lebih dari satu orang, inaka pejabat yang ditentukan menunjuk siapa yang
akan dianggap sebagai pemegang ’
3.3.3.2. Obyek Pajak Ke.ndaraan Bermotor
Obyek pajak pada PKDB adalah kendaraan bermotor yang berada di
daerah lebih dart 90 hari berturut-rurut. Sedang yang dimaksud Kendaraan
Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua (2) atau lebih yang
digerakkan oleh peralatan teknik yvang ada pada kendaraan itu yang
biasanya untuk angkutan orang atau alat-alat berat vang digunakan di darat
dan digerakkan oleh motor dengan bahan bakar bensin, gas, atau bahai
bakar lainnya tidak termasuk vang berjalan diatas rel. untuk tarip yang
dikenakan PKB adalah tarip tetap dan tidak tergantung pada nilai obyek

pajak.

: Repubhika indonesia, (rdonansi Pojoak Kendaraai Bersnodor, 1934, pasal 7




3.3.3.3. Obyvek Pajak vang Bikecualilan dari PKB
Dikecualtkan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah

kepemilikkan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh -

a. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Pusar, Pemda
Propinsi, Pemda Kotamadia‘Kabupaten, dan Pemerintah Desa tidak
termasuk dibebaskan adalah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh
BUMN, BUMD. dan kendaraan-kendaraan yang dikomersiikan.

b. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik,
perwakilan PBB serta badan-badan khusus, badan atau organisasi
internasional dan tenaga asing yang diperbantukan kepada pemerintah
RI. )

3.3.4. Dasar dan Perhitungan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Untuk  menghttung besamyva tarifl pajak yang rterhutang, rtarifiova

berdasarkan jemis, fungsi, isi cvlinder (c¢), tahun pem‘imatan dan nilat
kendaraan bermotor. Untuk menctapkan besamya tarif pajak berdasarkan
peraturan daeral, se.uai pcdoman_ Keputusan Menteri Dalam Negeri, untuk
pemilikan kendaraan bermotor jenis venumpang (sedan, jenis minibus),
perorangan yang pemilikannyh Iebih dari satu dikenakan tarif pajak progresif
sebesar !

— Pemilikan kendaraan ke-2 120% dan tarif pajak

— Pemilikan kendaraan ke-3 140% dari tarif pajak

- Pemilikan kendairzan ke-4 dan seterusnya 150% dari tarif pajak

Y Kesit Prakosa, Barnbang. Pafak dan Rerribust Dacrafi, U PRESS, Yogyaharta, 2003, hal. 101




3.3.4.1.5aat Pcndaftaran dan Pembayaran Pajak Kehdaraan Bermotor

{PIKB)

Kewajtban mendaftarkan pajak vang terhutang bagi kendaraan bermotor
baru adalah 14 hari sctelah/syah tanggal penyerahar dalam hak milik sampai
dengan tanggal berakhimya masa pajak. Bagi kendaraan bermotor vang
pindah keluar daerah:mutasi 30 hari sejak tanggal fisikal antar daerah.

Bila kewagiban memasukkan SP1 (Suarat Pemberitaliuan) tidak dipenubi
tepat pada waktunya, maka dikenakan denda sebesar 25% dari pokok pajak.
Kewajiban pembayaran pajak vang terhutang pada saat mendaftarkan atau
selambat-lambatnya pada * ..uh tempo (pada tanggal bulan tahun yang tertulis
tiap tahunnya) Pembavaran dilakukan dikas daerah ataw peml:;ayaran yang
rercantum dalam nota pajak SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan STP (Surat
Tagihan Pajak). Kepada wanb pajak vang telah melunast PKB diberikan
pening pajak sebagai tanda lunas pajak.

3.3.5. Denda dan Penagihan PKB

Keterlambatan pembayaran pajak vang telah ditetapkan dalam nota pajak,
SKP vang telalv melewan jatuh tempo dikenat denda sebesar 5% sebulan dan
pokok pajak untuk scuap keterlambatan selama-selamanya 12 bulan.Jumiah
dan denda pajak yang tercantum dalam nota pajak SKP dapat ditagh sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3.5.1. Keberatan dan Banding

Wajib pajak dapat mengajukan kebevatan secara tertulis pada Gubemur

atas ketetapan paiak paling fambat 20 hari setelah nota pajak STP diterima,



Pengajuan keberatan tidak menangguhkan pembayaran PKB yang telali
ditetapkan Gubernur berwenang mernolak atau menerima sebagian atau
seluruhnya terhadap keberatan diatas.
3.3.5.2. Ketentuan Pidana

Wajib pajak vung mengisi STP tidak jelas, tidak benar dan tidak
lengkap, selingga menimbulkan kerugian Pemerintah Daerah diancam
dengan pidana kuwungan sclama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-

tingginya Rp. 50.000.- (Jima puluh ribu rupiah).

3.3.6. Kelengkapan Dokumen untuk Pendaftaran PKB

3.3.6.1.  Persyaratan Untuk Semua Jenis Kendaraan

Untuk semua jenis pendaficran diperlukan iderditas vang jelas bagi
pemilik/pemepang kendaraan bermotor. adalah:
a.  Untuk Perorangan

KT asli atiwn SING asli atau Kartu Keluarga (KK) atan Surat
keterangan identitas sah lamnya ditambah dua (2) lembar fotocopy.
b. Untuk Badan Hukum

— Salinan akta pendirian ditambal: dua lembar fotocopy -

—  Keterangan domisili

—  Surat kuasa bermaterai cukup (Rp. 6000) dan ditanda tangan oleh

pemumpin serta dibubuhi cap.

¢. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat tugas (surat kuasa yang bermaterai cukup dan instansi yang

bersangkutan}.
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3.3.6.2.  ¥Persyaratan Berdasarkan Jenis Pendaftaran

Adapun persyaratan berdasar jents pendaftaran adalah sebagat berikut:

a. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru

1

Faktur

PPUD/CKD (khusus roda empat)

Chek fisik kendaraan

Surat Keterangan perubahan bentuk (untuk yang mengalam
perubahan bentuk)

Surat keterangan angkutan penumpang umum (untuk kendaraan
wmnuen §

Sertifikat vji tipe buka dan tanda Tulus uji berkala

Pengesahan STNK Setiap Tahun

KTP/SIM/KK/ ditambah fotocopy 2 lembar

STNK ditambah fotocopy 2 lembar

BPKI3 ditambah fotocopy 2 lembar

Bukti pelunasan PKB/BBNKB. SWDKLLJ tahun sebelumnya dan
pren asuransi

Pendatiaran Tukar/Balhik >ama Jual Bels

KTP/SIM/KK

kwittanst Jual Beli

STNK

BPKB

Chek fisik kendaran




Pendafiaran Hibah atau Wansan

Surat hibah bermaterai cukup/akte notaris penghibah

Surat keterangan kematian dan persetwjuan ahli waris/akte
notaris/keputusan pengadilan negert.

Pendafiaran Kendaraan Bermotor Pindah/Mutasi dart Luar Daerah
KTP/SIM/KK

Surat keterangan penggantit STNK dan BPKB

Surat Keterangan fisikal antar daerah




BAB IV

LANDASAN TEOR!

4.1, Pengertian Pajak
Pajak merupakan iwran wajib vang harus dibayar oleh rakyat kepada
negara yang bersttat paksaan. bal int karena menyangkut kebutuehan negara untuk
membiayar segala macam pengeluaran negara untuk mencapal kesgjahteraan
rakyainya. Pengertian atau definisi dan para ahli perpajakan memberikan
pengerttan yang berbed- tetapt mempunyal intt dan tujuan yang sama. Diantara
ahli perpajakan tersebut adaial
a. R. Santoso Brotodiharjo, S.H.
“Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh
yang wapib membayarnya menwut peratuaran-peraturan dengan  tidak
mendapat prestasi kembah yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya
tntuk menbiayal pengeluran-pengeluaran umwm  berhubungan dengan
tugasnegar. antuk menye]eﬁggarakan pemerintah.™
b. Prof Dr. Ruchmat Soemitro, S0
“Pajak aclalah iuran rakvat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat
dipaksakan) denpan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang
langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran

umum {public vilg.g,aiu-:n)“’i

*R. Santoso Brotodiharjo, SH, Penganr Hmu Hidam Pajak, Eresco, Bandung, 1986, hal 6
? Soemitro, Rachmat. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan Pendapatan 1994, PT.
Erosco.Jakaria, 1977, hal 22,
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Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak. yaiu :

.

Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Fungsi penerimaan ini inaksudnya adafah pajak berfungst sebgai sumber
dana vang diperuntukkan bag pembiayaan pengeluaran-pengeluaran
pemerintah.  Contoh @ dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai
penerimaan dalam neger.

Fungsi Mengatur (Reguler)

Maksud dart fungsi mengatur i adalah pajak berfungs: sebagai alat untuk
mengatur atau  melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang sosial-
ekonomi. Contoh © dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman
keras, sehmgga konsumsi minwman keras dapat ditekan, demikian pula
ierhadap barang mewah.

Prinsip Pajak dan Pajak Yang tdeal

Prinsip-prinsip yang perlu dipenubi dalam sistem perpajakan adalah yang

dapat beriningan antara pelaku dan pembuat peraturan dalam perpajakan. Menurut

Adam Smith dalam sistem ekonomi suatu negara ada beberapa prinsip daiam

pengeluaran pajak yang baik. Ponsip pengeluaran pajak yang baik tersebut

haruslah memenuhi beberapa kriteria, vaitu :

Distribusi dant beban pajak havus adil, setap orang harus membayar sesuai

dengan bagiannya vang wajar. .

* Waluyo dan B. llyas. Wiranan. Perpajokan tidonesio, Salemba Empat, Jakarta, 1999, hal 2




2. Pajak haruslah sedikit mungkin mencampurt putusan ekonomi tersebut,
bifa keputusan-keputusan ekonomi tersebut memungkinkan fercapainva
sistem ckonomi vang ecfisien. Beban lebih pajak (excess burden)
semtnimal mungkin,

3. Pajak harusiah mengurang! ketidak efisienan disektor swasta, bila

mstrurnen pajak dapat melakukannva.

4. Sistem pajak harus dimengerti ofch para wajib pajak.

A

Kepastian pajak haruslah jelas. regas dan pasti bagi setiap wajib pajak.
6. Stuktur pagak haruslal mampu digunakan didalam kebijaksanaan fiskal
untuk tiyuan stabihisast dan pertumibuhan ekonomi.
7. Administrasi pajak dan biava pemakaiannya haruslah sedikit mungkin.
8 Pajak harustah dapat dilaksanakan dan dapat diterima oleh wajib pajak.
Pungutan pajak dalam hobungannya dengan pembuatan  peraturan
perundang-undangan  perpajakar  hendaknya berprinsip atas  kemampuan
membayar pajak dari wayib j.yak serta pengénaan pajak harus member: manfaat
kepada wajib patak maupun negara.
4.4.  Syarat Pemungutan I’:cljak1r
Pemungutan pajak harustah memenuhi beberapa syarat sebagi berikut
I, Pemungutan pajak harus add {syarat keaailan)
Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan undang-undang dan
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranva mengenakan pajak scecara umum dan merata, serta disesuatkan

s

T Mardiasmo, Perpajakan, Tdisi 8, ANDI, Yogyahana 1997, hal.2




4.5.

dengan kemampuan masing-masmg. Adil dalam pelaksanaannya yaitu
dengan memberikan lak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan,
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis
perttmbangan pajak.

Pemungutan patak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
Adanya kejelasan undang-undang perpajakan dan kata-kata dalam undang-
undang tersebut mudah dipaham:.

Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak bofch mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun  perdagangan, sehingga tidak  menimbulkan  kelesuan
perckonomian masyrakat.

Pemungutan pajak harus cfisien (syarat {inanciai)

Sesuai dengan fungsi budgetarr, biava pemungutan pajak harus dapat
direkan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bertujuan agar memudahkan dan mendorong masyarakat dalaim memenuhi
kewajiban perpajakanmnva.

Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak®

Teort pemungutan pajak ini muncul untuk mencari dasar konseptual

pemunguian pajak bagi negara, schingga secara teoritis pemungutan pajak vang

dlakukan sebuah negara dapat dibenarkan baik dipandang dam sisi yundis

maupun sisi ihnial. Dengan

ala lamm bahwa, (cori pemungutan pajak berguna

¥ Kesit Prakosa. Bambang. ek oan Reeritust {acralhi, U PRESS, Yogyakaria, 2003, hal. 3




untuk memberi dasar menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memangut

pajak dari rakyatnya.

Berikut ini beberapa teori permmunguta pajak yang pernah ada atau yang

masih digunakan sebagat dasar pemungutan pajak sampai sckarang

|

>

Teon Asuransi

Pajak diasumsikan sebagal prent asuransi yang harus dibayar oleh
masyarakat kepada nepara. Kelemahan teori ini, jika rakyat mcngalami
kerugian scnarusnya ada penggantian dari negara, kenyatannya tidak ada.
Teon Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan bagi masing-masing orang.

Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang harusiah sesuai dengan daya
pikul masing-masing. Ukuran daya pikal ini dapat berupa penghasilan
kekayaan atau pengeluaran seseorang.

Teori Bakti

Pajak (kewajiban aslt) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada
negaranya.

Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat, bukan
mdividu atau ncgara. Keadilan dipandang sebagai cffck dart pemungutan

pajak.




4.6, Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil®
Ada dua macam hukum pajak yakni:

1o Hkam pajak materifd, memuat norma-norma yang menerangkan antara
lain keadaan, pernbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak {objek
pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak vang
dikenakan {tanf), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang
pajak, dan hubungan hukurn antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh:

Lindang-Undang Pajak Penghasitan.

!\.J

Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujdkan hukum
materiii menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukuir, pajak materiil).
Contoh: Ketentuan Umuin dan Tata Cara Perpajakan.

4.7  Tata Cara Pemungutan Pajak'

4.7.1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat difakukan berdasarkan 3 stelsel pajak:

a. Stelset nyala (ricl stefsel), pengenaan pajak didasarkan pada objek
(penghasilan vang nyata). sehingga pemungutannya baru dapat
dilakukan pada akhrr tahun pajak yaitu setefah penghasifan yang
sesurgguhnya diketahui,

b. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel), pajak didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh wundang-undang. Misalnya, penghasilan

suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada

? Mardiasmo_ Ferpojakan. edisi 5 0 ANDL Yogyakana (997, hal. 5
" Mardtasmo. Perpajokan, Edisi 5. ANDIL, Youvakata. 1997, hal, 7 -9
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awal ahun pajak sudah dapat ditclapkan besarnya pajak yang ceutang
untuk tahun pajak berjalan.

Stelsel Campuran, stelsel ini merupakan kembinasi antara stelsel nyata
dan stelsel anggapan, Pada awal tahun besamya pajak dihitung
berdasarkan svatu anggapan kemudian pada akinr tahun besamya
pafak disesuatkan denuan keadaaa yang sebenarmya. Bifa besamya
pajak menurut ko ., at@an lebih Ecsai‘ dart pajak menurut anggapan
maka wajib pajek harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil

kelebihannya dapat diminta kembala.

4.7.2. Asas Pemungutan Pajak

Ada 3 asas pemungutan pajak yaitu:

a.

Asas Domistli (asas tempat tinggpal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak
yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan berasal dar
datam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak
dalam negeri.

Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan. vang bersumber
diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

Asas Kebangeaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara,

misalnva pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang
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vang bukan berkebangsaan Indonesia vang bertempat tinggal di
Indonesia. Asas i berlaku untuk wajib pajak luar negeri.
4.7.3. Sistem Pemungutan Pajak
a. Officicd Assessment Svsivm
Adalah suatu sistem pemungutan yang memben wewenang kepada
pemerintal (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak vang terutang oleh
wajtb pajak.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus,
2) Wajib pagak bersitat pasit
3) Utang pajak imbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
A, Self Assessinent Syse
Adalah suatu system pemungutan pajak yang membe.i wewenang
kepada wajib pajak untuk menentukan sendin besarnya pajak vang
terutang.
Cirs-cirinya.
1} Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
walib pajak sendirt.
2) Wajib pajak akerf mulai dari menghitung menyetor dan melaporkan
sendint pajak yang terutang,

L

3) Fiskus tidak tkut campur dan hanya mengawasi.
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. With Holding Svstem

Adalah suatu sistein pemungutan pajak yang memben wewenang

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak vang .

bersangkutan) untuk nienentukan besarnya pajak vang tenitang oleh wajib

pajak. Cin-cirinya: wewenanyg menentukan besarmnya pajak yang terutang

ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap permungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:
. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasit) membayar pajak, vang dapat disebabkan antara
lain:

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

b. Sisten perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.

¢. Sistem kontrol ndak dapat dilakukan dengan baik.
2. Perlawanan Akt

Perlawanan akul meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara
langsung dityjukan kepada liskus dengan twjuan untuk meoghindari pajak.
Bentuknya antara lam:

a. fax  avoddonee. usaha menngankan beban pajak dengan tidak

melanggar undang-undang.
b fax evasion,  usahe meringanken beban pajak dengan cara yang

melanggar ondang-undang (menpggelapkan pajak).



4.9. Pengelompokan Pajak''

4.9.1.

4.9.2.

Merurut Golongannya .

Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak
dapat dibebankan atau dilimipahkan pada orang lain. Contoh : pajak
penghasilan, pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak perseroan.

Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yany pada akhimya dapat dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lain. Contoh : pajak pertambahan nilai, pajak penjealan,
pajak cukai, bea masuk, bea materal.

Menurut Sifutnya

Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam
arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak
penghastlan.

Pajak Objektif

Adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan
keadaan diri waiib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak

penjualan atas barang imewal,

Y Mardiasmo. Perprapakan. Ldisi 50ANDL Yopsakarta 1997 hal 6
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49.0, Menurut Lembaga Pemungutnya
a. Pajal Pusat/Pajak Negara

Adalah pajak yzag dipungut oleu pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara. Contol : pajak penghasilan,

pajak pcrtamhah.an nilat dan pajak penjualan atas harang mewah,  jak

bumi dan Yangunan dan bea materai.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan

untuk rmembiayat rumah tangga daerah. Pajak dacrah terdin atas:

s Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik
Nama I.endaraan Bermotor.
BBNKB adalah pajak yang dipungut oleh Jlaerah atas setiap
penyeraban  hak milik kendaraan bermotor scbagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli. tukar-menukar, Libah warisan atan
pemasukan ke d: lam bac in usaha.

* Pajak Kotamadia/Kabupaten, contoh: Pajak Pembangunan |, Pajak
Pe.aerangan Jalan, dan Pajak Bangsa Asing,

4.10. PAJAKDAERAH
4.10.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungnt dacrah berdasarkan

peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan

pembelanjaan rumah tangg 2 pemerintah daerah.



4,10.2. Dasar H' ‘kum Pemungut2 1 Pajak Daerah'

Sampai akhir tahun 1997, pungutan pajak dan retribusi daerah
masth menggunakan Undang-Undang Pajak Daerah No. 11 Darurat
(Drt) 1957 dan Undang-Undang Retribusi Daerah No, 12 Darurat (Dst)
Tahun 1957, untuk menycmpumakan Undang-Undang Pajak Daerah
No. 11 Da.wrat (Dt} 1957 dan Undang-Unadang Reiribusi Daerah No.
12 Darurat (Drt) tahun 1957 ini, maka pemerintah nenyusun Undang-
Undang Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu -
l. Undang-Undang No. |8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

retiibust Daerah

k2

Undang-Undang No. 3 Tahun 2000 yaits Perubahan Undang-
Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dz erah
4.10.3. Pajak daerah di Indonesia

Mengenat pajak daerah dibagi menjadi 2 (Jua) yaitu:

1. Pajak Propinsi

¢ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

* Pajak Bahan Bakar Keudaraan Bermotor (PBBKB)

* Bea Balik Nama Kendara: 1 Benmotor (BBNKB)

12

Pajak Kotamadia/Kabupat: n
* Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame.

» Pajak Pencrangan Falan.

2 Kesit Prakosy, Bambang, Pajak dei Resribust Daerah, Ull PRESS, Yogyaxarta, 2003, hal 66



» Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

e Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
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BABYVY

ANALISIS DATA

5.1.  Deskripsi Data

Data yang di aumakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang
diperolels deri berbagai sumber diantaranya buku-buku yang diterbitkan oleh BPS.
Penelitian ini secara khusus merupakan penel.tian terhadap faktor-faktor yang
mempenaruhi peterimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Lampung.
Berdasarkan penclitian ini dientukan variabel-variwbel penjelas yang diasumsikan
mampu menjelaskan faktor- aktor yang dapai mempengaruhi penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor.
5.2.  Analisis Data

Langkah peri. ma dalam pengc'ahan data adalah welakukar pengujian
regresi, dengan bantuan koiputer yaita mengpgunakan program Eviews 3.0.
Melalui pengujian tersebut akan didrpat persamaan garis regresi yang tercipta dan
rangkaian penelitia 1, sckalipus menggambarkan tingkat pengaruh data-data yvang
termasuk dalam var‘abel Lebas terhadap data variabef tidak bebas. Hasil pengujian
vegresi dari penelitian ini dengan menggunakan program Eviews 3.0 adalah

sebagai berikut :



Dependent Variable: LOG(PK_S)
Method; Least Squares
Date: 0909404 Time: 20:11

Sarmple: 1985 2002

Included observations: 18

Vanable Coefficient Std. Emor  t-Sfatisfic Prob.

C -88..2384 72.88375 -3.868415 00019
LOG(PDRB) 0.890341 0.184207 4.833383 0.0003
LOG({JMLPDDK) 6.166775 1.780697  3.463859 0.0042
LOG(JMLSM) 2151305 0504808 4.260785 0.0009
LOG(JMLMBL) —2.’\9521 9 1.087936  -1.826354  0.0908
R-squared 0.988431  Mean dependent var 22.997717

Adjusted R-squared
S.E. of regression

0984871 S.D. dependent var 1.0)0852
0134173 Akaike info critenon - 949240

Sum squared resid 0.234031  Schwarz criterion 0..'01914
LLog likelihood 1354316  F-statistic 2776751
Durbin-Watson stat 1390998  Prob(F-stalistic) _0.000000

Dari hasil pengujian diatas, maka dupat dihasilkan persamaan garis regresinya :

Log(PKB) = -88,52384 + 0,890341 *Log(PDRB) +6,168775 *Log(JMLPDDK}

+2,151305 *Log(JMLSM) - 2,005219 *Log(JMLMBL)

Dimana :
PKB

PDRB perkapita riil

JMLPDDK
JMLSM

JIMLMBL

Pajak Kendaraan Bermotor (datam juta rupiah)
Prodvk Domesttk Regional Bruto perkapita nil (dalam
rapiah®

Jumiah Pendud.ik (dalam jiwa)

Jumlah Sepeda Motor (dalam unit)

Jumlah Mobil (drfam unit)

5.3. Pengujian Statistik

Untuk menentikan parameter dalam model, metode yang digunakan

adalah Ordivary Least Square (OLS). Dengan metode ini duharapkan dapat

diperoleh penaksir tidak bias linear terbaik (Best Liner Unbiased Estimator /
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blue), pada dasarnya isi metode .ersebut adaizh penentuan normal melalui
peminimuman jumiah erros kuadrat.
5.3.1 Pcngujian Secara Parsial
Pengujian sccara parsial dilakukan dengan menggunakan uji ¢
statistik satu sisi terh~dap i ising-masing variabel bebas, dari hasil
pengujian regresi didapat nilai ¢ hituog dari masing-masing variabel
bebas untuk sclanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel. Cara yang
dilakukan untuk merentukan nilai ¢ tabel adalah :
ttabel = a {f (0 - k)
Dimana:
e : adalah tingkat signifikansi
df : adalah derajat bebas
o Jumlah data
k : jumlah varabel independ:n yang digurakan termasuk konstanta
kemudian dicari pada tabel t
Denigan demikiun maka dapat ditentukan ni'ai ¢ tabel yang dipakai
dalam penelitian ini, dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar
0.05 dan derajat bebas (18 - 5) sebesar 13 maka nila t tabe} didapat 1.771.
Apabil.. nilai t hitang > t talel, bcrarti variabel bebas ber sengaruk
sec.ra sipnifikan terhadap variabe) terikat, dan seb alikm ra Jika t hitung <t
tabel, berarti variabel bebas tidak signifikan mempengaruhi variabel

tenkat.
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Dani hasil pengujian regresi didaoat t hitung seperti tercantum dalam

tabel berikut ;
Tabel 5.1
Nilai ¢ iiitung Tiap Vaniabel Bebas
Vanabel thitun g t - tabel Keterangan
PDRB 4833383 1771 Signifikan Positif |
JMLPDDK 3463859 1771 Signifikar Positif
IMLSM 4,260785 1771 Signifikan Positif
JMLMBL - 1,826354 1.771 Signifikan Negatif
b

Suniber - lamy ‘rem (data diolah)
5.3.1.1.  Pengujian Terhadap PT RE

Ho:hl <0

Artinya tdak ada pengaruh yang signifikan positif dari variable PDRB

perkapila tiil te hadap variabel Pajak Kendaraan Bermotor.

Ha:bl >0

Artinya ada pengaruh yang signifikan positif dari variabel PDRB pert-apita

niil terhadap variabel Pajak Kendaraan Bermotor.

Kucfisien regresi vai.abel PDRB sebesar 0,890341 dan standar errc- sebesar

0,184207 sedangkan besarnya t hitung adalah 4,833387 dengan a = 5% dan

derajat kebebasan df = 13 diperoleh nilai t tahel sebesar 1,771. Karena t hitung

> 1 12bel maka Ho ditolak secara statistik, berarti bahwa besamya PDRE
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perkapita riil berpengaruh secara positif sigaifikan terhadap Pajak Kendaraan
Bermoter

Daerah
Daerah Penclakan Ho
Penerimaan Ho / / / / /
IT?'II
|
4 833383
Gambar 5.1

Up t Statistik Vaniabel PLRB

5.3.1.2. Pengujian ~'erhadar JIMLPDDK

Ho:b2 <0

Artinya tidak ade - pengaruh yang signifikan nositif dari  variabel
JMLPDDK terhadap variabel Pajak Kendaraan Bermotor.

Ha:b2>0

Artinya ada pengaruh yang sigaifikan positif dari variabel JIMLPDDKC
terhadap variabel Pajak Kenuaraan Bermotor

Koefisien regresi variabel IMLPDDK sebesar I6,E68775 dan standar error
scbesar 1,760897 sedangkan besarnya t hitung adalah 3463859 dengan e
= 5% dan derajat kebebasan «f = 13 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,771,

Karena t hitung > ¢ tabel maka Ho ditolak secara statistik, berarti bahwa
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besamya JMLPDDK berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pajak

Kendaraan Bermotor.

Dae ab
Penolakan Ho

Penerimaan Ho /////

I,T} i

3.463859

Gambar 5.2

Up t Statistik Variabel IMLPDDK

$.3.1.3, Pengujian Terhadap JMLSM

Ho:b3=0

Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan positif dasi vaniabel JMLSM

terhadap variabel Pajak Kendaraan Bermotor.

Ha:b3 >0 |

Artinya ada pengaruh yang. sigmfikan positif dari variabel JMISM

terhadap vaiiabel Pa,ak Kendaraan Bermotor.
Koefisien regresi variabel JMLSM sebesar 2,151305 dan standar error
sebesar 0,504908 sedangkan besamya t hitung adalah 4.260785 dengan ¢ =
5% dan derajat kebebasan df = 13 dineroleh nilai t tabel sebesar 1,771, Karena
t hitung > ¢ tabel maka Ho ditolak secara statistik, berarti bahwa besarnya
JMLSM berpengaruh secara pcsitif signifikan terhadap Pajak Kendaraan

Bermotor,
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Daerah
Penolakan Ho

4,260785
Gambar 5.3
Uit ¢ Sta'istik Variabel JIMLSM

5.3.1.4. Pengujian Terhadap JIMLMBL

Ho:b4 <0 ‘

Artinya tidak ada pengarah yang signifikan positif dari variabel IMLMBL

terhadap variabel Pajak Kendaraan Bermotor.

Ha:b4>0

Artinya ada pengaruh yang signifikan positif dari variabel IMLMBL

terhadap variaiel Pajak K@Mmm Bermoior.
Koefisien regresi variavel JMLMBL sebesar -2,00549 dan standar emor
sebesar 1,097936 sedangkan besaraya t hitung adalah - 1,826354 dengmm a =
5% dan derajat kebebasan df = 13 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,771. Karena
t hitung < t tabel maka Ho diterima secara statistik, berarti bahwa besaraya
JMLMBL berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Pajak Kendaraan

Bermotor.
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Daerah
Paerah Penolakan Ho
Penerimaan Ho / / / //‘"
| I 1,711

-1,826354
Gambar 5.4

Uji t Statistik Variabel JMIL.MBL

53.2. Pengujian Sccara Se-empak

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uwji F, yaitu untuk
mengetehui apakah ada perbedaan mean yang timbul. Dimana perbedaan
tersebut hanya secara kebetulan aiau karena fakior lain yang bepar-benar
berarti atau signifikan.
Ho:bl=b2=b3=p4=0
Artinya independen variai)e] sccara bersama-sama tidak berpengaruh
terhadap dependen varniabel.
Hl:bl#£b2+#b3+£b4+0
Artinya indeperden variabel secara bersama-sama berp.engaruh terhadap
dependen variabel.
Langkah pengujian secara serempak hampir sama dengan pengujian secara
parsial yaitu dengan membandingkan nilai hitung terhadap nilai sabel,

dalam hal ini yar g digunakan adalah nilai F hitung dibandingkan dengan



nilai F tabel. Adapun cara mencar F tabel adalah dengan mencari derajat
bebas rmaneraior (k — 3 ) dan derajat bebas dermmerator (n -k ).

Dengan tingkat sign fikansi 0,05 serta derajat bet as mmeroror sebesar 4
dan derajat bebas denumerator sebesar 13 maka nilai F tabel untuk F(4;13)
adalah sebesar 3,18 scdangkan miai F hitung dari Yasi' estimasi regresi
sebesar 27,6502, Karena nilai F h'tuarg - F tabel maka dapat disi nputkan
bah.sa secara bersama-sama variabel bebas n.cmpengarubi variabel

terikat.

Daerah
Penolakan Ho

Penerimaan Ho / / / / /

b

2776502

CGambar 5.5
kurva Distribusi F-Statisttk

5.3.3. Koefisien Determinasi (R*)

Untuk mengu'ur ketepatan suatu garis regresi terhc dap hasit observasi
dugunakan analisis koefisien determinasi (R?). Kefisien determinasi (R?)
menunjukkan besarnya kontribusi dari variabel PDRB, JMLPDDK, JMLSM,
dan JMLMBL secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel PKB. Dari

perhitungan nilai koefisicn determinast (R”) scbesar 0,988431 artinya 98,85%
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vanast PKB dipengaruhi oleh PDRE, JMLPDDK, JMLSM dan JMLMBL
sedangkan sisanyz dipengaruhi oleh variabel lain yang udak dimnsukkan
dalam model.
54. Pengujian Asumsi Klasik

5.4.1. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalalt korelasi (hubungan) yang tegjadi diantar angota-
anggota dan serangksian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian
waktu seperti pada data untut v-aktu ataw #ime series, atau yang tersusun
dalam rangkaian ruang seperti pada data silang waktn atau cross section (
Gunawan Sumodiningrat, 1994 23} ).

Pengujian yang dilakukan untu!. mendeteksi ada atau tidaknya
autokorelast adalah dengan menggunakan pengujian Durbin-Watson, yaitu
dengan menempatkan nilai d statistik kedalam daerah pengujian
autokorelasi vang disusun setelah mengetahwi nila’ dL serta dU yang
didapat dari tabel Durhin-Watson dengan keterangan sebagai besikut

n @ adalah jumlah data

k : adalah jumlah variabel bebas

dL : adalah batas bawah

dU:  bat satas
Dengan menggunakan lingkat. signifikansi sebesar 0,05 sertan= 18 dan 1’

=4 maka didapat
dL =0,82  4-dU=2,13 nilai d statistik = 1,390943

dU =187 4-dL=3,18
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AutokoreldsiRa -rag#l i -ragu Autokof asi-
posiif negati
/
0 dL fau (4-dV) (ML)- 4
0,82 1,87 2,13 3,i8
1,390943
Gambar 5.6

Statistik d Durbin-Watson

= Jika d lebil \ecil duripada dL atau lebih besar dari (4-dL), maka
hipotesis nol ditolak, dengan pilihan pada altematif yang berarti
terdapat autokorelasi.

* Jika terletak antara dU dan (4-¢U), maka hipotesis not diterima, yang
berarti tidak ada autc korelasi.

* Jika milai d lerletak antara dL dan dU atau diantara (4-dt)) dan (4-dL),
maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan vang pasti
(inconclusive), untuk nilai-nilai ini tidak dapat dsimpulkan ada
tidaknya autokorelasi diantara faktor-faktor gangguan.

Dari hasil estiuasi model regresi diperoleh nilai d statistik sebesar
1,390943 yang berarti terletak pada daerah regu-ragu, dengan kata lain
di dalam data penelitian yang diestimasi ini tidak terdapat awtokocelasi

dimana batas ba 4ah dari daerah bebas autokor 2asi.
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5.4.2. Uiji Multikolinearitas

Multikolinearit \s adalah situasi dimana terdapat korelasi variabel-variabel
bebas diantara satu dengan lain.nya, dalam hal ini dapat disecbut variabel-
vanabel tersebut tidak orthogonal. Variabel yang bersifat orthogonal adalah
variabel bebas yang nilai korelasi anfar sesamanya sama dengan nol.

Langksh pengujian tersebut ditempuh dengan me'ibat korelasi antar
variabel bebas schingga diketahui  untuk setiap variabel bebas, untuk
selanjutnya dibandingkan dengan nilai R pada pengujian persamaan regresi.
Jika nilai * lebih kecil dari nilai R* maka dalam model regresi tidak terdapat

multkolincaritas, seperti tercantum datam 1abel 5.2,

Tabel 5.2

Hasil Pegujian Multikolinearitas

Variabel r l R* Keterangan
Pdrb-ymipddic- 0,931286 0,988431 Tidak acta
Jmlsm-jmlmbl muliikolinearitas
Jmlpddk-pdrb- 0,94049-, 0,988431 Tidak ada
Jmism-iminbl multikolincaritas

Jmism-pdrb- 09633818 (,988431 Tidak ada
jmipddk-imlmbl multikolinearit 1s
Jmlmbl-pdrb- 0,988085 0,98843] Tidak ada
Jmlpddk-jmlsm muliikoline nitas

Surnber : Lampiran (data diolah)
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5.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adafah dimana setaryh faktor gangguan tidak memiliki
varian yang sama atau variannya lidak konstan, asumsi tersebut menyatakan
bahwa varian setiap Ui disekitar rer: ta nol nya tidak tergantung paua nilai
variabel bebas.

Salah satu pengujian untuk mendeteksi ada tidakaya heteroskedastisitas
pada suatu n.odel reg resi dilakukan dengan melakukan uji Park, yaitu dengan
melakukan regresi i sebagai proxy dai faktor pengganggu yang digunakan
selaku va iabel terikatnya. Jika P temyata secara statistik signifikan, maka hal
ini menunikkan kehadivan situasi heteroskedastisitas dalam data yang
digunakan. Sebalisnya jika ternyata B tidak signifikan maka dapat
disimpulkan bahwa disiurance term bersifat homoskedastisitas ( Sritua Anef
1993 :33).

Berikut i hasi! dari Uji Park :

Tabel 5.3
Dep.ondent Variable: LRES12
Method: Least Squares
Date: 08/09/04 Time: 20:31
Sample: 1985 2002
l: cluded chsarvations: 18
Variable Coefficient  Std. Emor  +-Statistic Prob.
< 1752179 336.432) 1.520812 06113
LOG(PORRB) 1.975002 2708168 0.720277 (0.4788
LOG(HMLPODK)Y -17.20604 26,8236 0657161 05275
LOG(JMLSM) 1886273 7423051 0254110 0.8034
LOCUMLMBL) 3313938 16.14161  0.205304  0.8405
R-squared - 0416781 Meandependentvy 2870791
Adjusted R-squared 0.237328 S.D. dependent var 2258742
S.E. of regression 1.972583  Akaike info ariterion 4.426638
Sum squared resid 20.584098 Schwarz criterion 4674023
Log likelincod -34.84028 F-statistic 2322517

Durbin-Walson stat 2149203 Prob(F-statistic) _D.111474
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Hasil wji Park untuk model persamaan regresi yang diteliti adalah
Dengan melthat koefisien parameter b, mz'a ddak ada yang signifikan. Dengan
kata lain tid: k terdapat heteroskedastisitas didalam mode! persamaan Tegrest yang
diamat.
5.5. Intrepr-tasil asil
Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan sebagai berikut :
Log(PKRB) = -88,52384 + 0,890341 *Log(PDRB) + 6,168775 *Log(JMLPDMK)
+2,151305 *Log(JMLSM) - 2,00521% *Lo(JMLMBL)
S35.L Pengaru™ vroduk Domestik Regional Bruto perkspita wiil
terhadap peneriman Pajak Kendaraan Bermac tor
Hasil penclitian menyatakan bakwa PDRB perkpita riil memiliki pengaruh
yany siguifikan positif terhadap Pajak Kendaraan Bemmotor terlihat dari
besarnya nil i koefisien regresi sebesar 0890341 yang berarti bila PDRB
meningkat sebesar 1% (cateris panibus), maka akan menaikkan penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,890341 persen. Asumsinya dengan
peningkatan  Pruduk bomestjk Regional Bruto perkapita 1l waka
pertumbuhan ekc-omi di Propinsi | ampung juga menga ami peningkatan, hal
ini menyebabkan daya beli masyarakar juga akan mengalami peningkatan
termasuk terhadap pembelian kendaraan bermotor. Dengan naiknya jumiah
pembelian kendaraan bermotor maka PKB vang :kan diterima sektor ini juga

akan mengalami kenaikan,



5.5.%. Pengaruh Jumiah Penduduk terhadap penerimaan Pajak
Kenaaraan Ber aotor

Hasil penelitian menyatakan bahwa Jumlah Penduduk memiliki pengawh
yang signifikan posi‘if terhadap “ajak Kendaraan Fermotor terlihat dari
besamya nilai koeficien regresi sebesar 6,168775 yang berarti bila Jumlah
Penduduk meningkat sebesar 1% {(cateris panbus), maka akan menaikkan
penerimaan Pajak Kendaraan Bern otor sebesar 6,168775 persen. Asumsinya
dengan bertambahnya Jumlah Penduduk maka kebutuhan penduduk a%an
sarana transpoiiasi juga mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan kenaikan
Jumizh sarana transportasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan
bertambahanya sarana transportasi maka peneriman PKB Juga akar. mengalami
kenaikan .
S.53. Pengaruh Jumla% Sepeda Motor terhadap penerimzan Pajak

Kendaraan Brrmotor

Hasil penelitian menyatakan brhwa Jumlah Sepeda Motor wmemiliki
pengarub yang signifikan positif teinadap Pajak Kendaraan Bermotor terlihat
dan besarnya nilai koefisien regresi sebesar 2,151305 yang berarti bila Jumiah
Sepeda Motor meningkat sebesar 1% (cateris paribus), maka akan menaikkan
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 2,151305 persen. Asumsinya
dengan bertambahnya Jumlah Sepeda Motor, maka para pemilik kendaraan
tersebut juga semakin banyak dengan kata lain para wajib pajak dan sektor ini
mengalami peningkatan schingga pembayaran PKB yang diterima pemerintah

Juga akan npaik.
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5.54 Pengaruh Jumiah Mebil terhadap penerimasm Pajak Kendarazn
Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Mobil memiliki pengaruh
yang signifikan negatif terlihat dani besarnya koefisien regresi sebesar -
2005219 yang berarti bila Jumlah Mobil meningkat sebesar 1% (cateris
paribus), maka zkan menurunkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
sebesar -2,005219 persen, Hal ini discbabxan karena biaya pembayaran pa'ak
mobil yang singat tinggi di Propinsi Lampung maka banyak mobil dan

Propinsi Lampung yang mutasi ke daerah 1ain (i:e Jakarta dan Palembang).
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BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBLJAKAN

KESIMPULAN

Terbukti bahwa faktor-faktor independen secara parsial yaits PDRB
Perkapita Rill, Jumlah Penduduk, Fumlah Sepcda Motor, dan Jli}l_llah
Mobil mempengaruld penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pmlp‘insi
Lampung.

Dengan melihat hasil dani F-test yang lebih besar dari F-tabel maka hal ini
menunjukkan bahw.: secara bersama-sama variahel independen (PDRB
Perkapita Riil, Jumlah Penduduk, Jumiah Sepeda Motor, Jumlah Mobil)
menmpengaruhi besamya penerimaan PKB di Propin i Lempung.

Dari keem, at hipotesa yang diguiakan sebagai pedoman pene’itian ini
tent..ng pengarul variabel independen terhadap var_abel lependen temyata
ketiga variabel independennya signifikan yaitu PDRB Perkapita Riil,
Jumlah Penduduk, Jwalah Sepeda Motor berpengaruh positif terhadap
variabel dependennya, sedangkan Jumlah Mobil ini berpengaruh negatif
terhadap vaniabel dependennya.

Sedangkan hasil pengvjian Asamsi Klasik dalam penelitian ini tidak
terdapat adanya peryimpangan-penvimpangan yang terdiri dari Uji
Autokorelasi, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas. Dengp
demikian data serta kesimpulan dani penelitian ini dapat dikatakan valid

secara statistik.
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IMPLIKASI KFE BIJAKAN

. Dengan adanya peningkatan PDRB Perkapita Rifl masyarakat maka dapat

menaikkan penerimaan PKB. Maksudnya dengan meningkatnya
pendapatan masyarakat maka kesadaran masyarakat untuk riembayar
pajak semakin tinggi. Maka di dalam hal ini pemerintah daerah Propinsi
Lampung sebagai pcmungut  pajak  kenda'anya juga berusaha
meningkatkan kinerja di dalam pemungutan PKB sebagai bentuk
pelayanan kepada musyarakat dengan birokrast yang mudah dan tidak

berbelit-belic.

. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka ke! utuban akan sarana

transportast juga semakin meningk.it, mea &i dalam hal ini per-enntah
daerua Fropinsi Lampung diharapkan agar memperhat’kan sarana dan
prasarana jalan raya yang ada. Dengan adanya sarana jalan yang oaik

diharapkan kemacetan aupat dihindari.

- Dengan adanya peningkatan jumiah motor maka penerimaan PKB juga

mengalani kenatkan, dalam hal ini diharapkan pemerintah daerah Propinsi
Lampung dapat mencif fakan suasana yang kondusif di daerah tersebut
agar para peigusaha jr al beli motor/sh ywroom motor dapat meningkatkan

penjualannya.
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‘Tahun |  PKB . PDRB_ | JMLPDDK | JMLSM | JMLMBL
~ 198511.513.726.082 | 242.884 5275413 | 63.196 | 38.382
1986 [ 2.150.180.279 | 260.052 5416134 | 92610, 41453
1987 | 2.944.015.356 | 277.641 . 5.560.610 | 103.823 | 43.684
1988 | 3.609.542.253 | 7J0.945 i___s.?pa.eg._g 112,281 48.165
1989 | 4.454.240.135 | 306.822 | 5.861.225 | 118.400 | 51.040
_ 1990 15493.051.238 | 3221206015803 | 124.039 | 52777
1991 | 5.877.827.945 | 330.486,6.075.138 | 129.365 | 54,925
. 1992 1 6.469.600.280 | 0362.692.6.135.522 | 134.947 | 56.959
. 1993 7.204.197.040 : 850.331 :6.196.983 | 80.999| 50.625
1994 | 8.578.624.590 | 893.108 16259550 | 91178 54.285
1995 | 14.376.398.143 | 967,919 16.323.251 | 106.935 | 60.465
1996 | 16.433.062.505 | 1.027.250 | 6.386.117 | 129.206 | 67.665
1997 | 19.028.856.971 | 1.054.083 1 6.454.179 | 163.348 | 74.181
| 1998 | 21.397.054.039 1 1.034.159 | 6.521.470 | 176.739 | 75.457
1999 | 28.505.142.668 | 1.059.646 | 6.590.022 | 187.094 | 85.939
2000 | 31,108.573.370 | 1.085,892 | 6.659.869 | 201.908 | 89.151 |
2001 | 52.354.464.276 | 1.091.619 | 6.720.260 | 227.629 | 66.143 |
2002 [ 67.918.210.175 | 1.134.620 | 6.787.654 [ 241.071| 88.071
Keterangan :
PKB . Pajak Kendaraan Bermotor (dalam juta rupiah)

PDRB perkapita rul : Produk Domestik Regional Bruto perkapna riif (dalam

rupiah }
JMLPDDK »Jumlah Penduduk (dalam riwa)
IMLSM : lumiah Sepeda Motor (daiamn unit)
IMLMBL > humtah Mobil (dalam unit)



' Tahun PKB PDRB | JMLPDDK | JMLSM | JMLMBL
1985 | 1.513.726.082 225813 | 5275413 | 83.196| 38.382
1986 | 2.150.180.279 241774 | 5416134 | 92610 41.453
1987 | 2.944.015.356 258.127 | 5.560.610 [ 103.823 | 43.684
1988 | 3.609.542.253 270496 | 5708.939 | 112.281| 48.165
1989 | 4.454 240.135 285.257 | 5.861.225 | 118.400 | 51.040
1990 | 5.493.051.239 299.479 [ 6.015.803 | 124.039| 82777
1991 | 5.877.827.945 307.257 | 6.075.138 | 129.365 | 54926
1992 | 6.469.600.280 337.200 | 6.135.522 | 134.947 | 56.959
1993 | 7.204.197.040 850.331 | 6.196.983 | 80.999 | 50625

1994 | 8.578.624.590 893.108 | 6.259.550 | 91.178 | 54.285

1995 [ 14.376.398.143 | 967.919|6.323.251 | 106.935 | 60.465

| 1996 | 16.433.062.505 | 1.027.250 | 6.388.117 | 129.206 | 67.665

1997 | 19.028.856.971 | 1.054.083 | 6.454.179 | 163.348 | 74.181

' 1998 | 21.397.054.039 1 1.034.150 | 6.521.470 [ 176.739| 75457

I 1999 | 28.505.142.668 | 1.059.646 | 6.590.022 | 187.094 | 85939
2000 [ 31.108.573.370 | 1.065.892 | 6.659.869 | 201.908 | 89.151
2001 | 52.354.464.276 | 1.091.619 | 6.720.260 | 227629 | 86.143

' 2002 | 67.918.210.175| 1.134.620 | 6.787.654 | 241.071 88.071

Keterangan :

PKB : Pajak Kendaraan Bermotor {dalam juta ruptah)

PDRB perkapita riil : Produk Domestik Regional Bruto perkapita riil (dalam

rupiah)

JMLPDDK : Jumlah Penduduk (dalam jiwa)

JMLSM - Jumlah Sepeda Motor (dalam unit}

IMLMBL : Jumlah Mobil (dalam unit)



Dependent Variabte: LOG(PKB)
Method: Least Squares

Date: 09/09/04 Time: 20:11
Sample: 1985 2002

Included observations: 18

t-Statistic

7 390998

Variable Coefficient Std. Error Prob.
C -88.52384 2288375  -3.868415 0.0018
LOG(PDRB) 0.890341 0. 184207 4833383 0.0003
LOG(JMLPBDK) 6168775 1.780897 3.46385%9 0.0042
LOG{JMLSM) 2.151305 0504908 4.260785 0.0062 |
| LOG{JMLMBL} -2.005219 1097936  -1.826354 0.0908
1 R-sguared 0.988431 Mean dependent var 2299777
Adjusted R-squared 0.984871 S D. dependent var 1.090852
S E. of regression 0.134173 Akaike info criterion -C.949240
Sum sguared resid 0.234031 Schwarz criterion 0.701814
Log likelinood 13.54316 F-stafistic 277 6751
Durbin-Watson stat Prob{F-statistic) 0.000000




Dependent Vanable: LRES12
Method: Least Squares

Date: 09/09/04 Time: 20:31
Sample; 1985 2002

Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 175.2179 336.4320  0.520812 06113
LOG{PDRB) 1.975002 2708166  (0.729277 0.4788
] LOG({IMLPDDK) -17.20604 2618236  -0.657161 0.5225
LOG{JMLSM) 1.886273  7.423031 0.254110 0.8034
LOG{JMLMBL} 3.313938 1614151 0.205304 0.8405
R-squared 0.416781 Mean dependent var -8.870791
Adjusted R-squared 0.23732¢ §.D. dependent var 2.258742
S.E. of regressian 1.972583 Akaike infa criterion 4.426698
Sum squared resid 50.58409 Schwarz criterion 4674023
Log likelihood -34.B4028 F-statistic 2.322517

Durbin-Watson stat 2149203 Prob(F-statistic) 0111474




Dependent Variable: LOG(PDRB)
Method; Least Squares

Date: 09/09/04 Time: 20:15
Sample: 1985 2002

Included observations: 18

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.
C -21.45640 3270068 -0657369  0.5216
LOG{JMLPDDK} 0.796633  2.575077 0309363 0.7616
LOG(IJMLSM) -2.178431 0.444607  -4.899679 0.0002
LOG{IMLMEBL) 4.3860083 1.086134 4014297 0.0013
R-squared 0931286 WMean dependent var 13.25130
Adjusted R-squared 0916561 3.D. deper.dent var 0.673926
8 E. of regression 01946688 Akaike info criterion -0.241806
Sum squared resid 0.530542 Schwarz criterion -0.044045
Log likelihood 6177151 F-statistic 63.24754

Durbin-Watson stat 1.075307 Prob{F-statistic) 0.00C000




Dependent Variable: LOG{JMLPDDK}
Method: Least Squares
Date: 09/09/04 Time: 20:18
Sample: 1985 2002
Included observations: 18
Variaole Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1277394 0.372051 34.33384 0.00G0
LOG(PDRB) 0.008523 0027550 0.309363 0.7616
LOG(JMLSM) 0082793 0071592 -1.296016 02159
LOG{IJMLMBL) 0 348864 0.135850 2.568002 0.0223
R-squared © 0940494 ANean dependent var 15.63161
Adjusted R-squared 0927742 3.D. dependent var 0.074907
S.E. of regression 0.020136 Akaike info criterion -4.779534
Sum squared resid 0.005676 Schwarz criterion -4.581674
Log likelinood 47.01581 F-statistic 73.75618
Purbin-Watson stat 0.587048 Prob(F-statistic) »3.000000




Dependent Variable, LOG{JMLSM}

Method: Least Sguares

| pate: 0908704 Time: 20:20

Sampte: 1985 2002

 included observations: 18

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.
C 11.17586  11.73894 0.952033 03572
LOG(PDRB) 02899°4  0.059178 -4.889679  0.0002
LOG(JMLPDDK} 1187432 0880755 -1.286016  0.2159
LOG(JMLMBL) 2.0448768  0.197673 1034473  0.0000
R-squared 0.963818 Mean dependent var 11.78771
Adjusted R-squared 0.956065 S.0. dependent var 0.338832
S.E. of regression 0.071021 Akaike info criterion -2.258543
Sum squared rasid 0.070616 Schwarz criterion -2.060682
Log likelinood 2432688 F-statistic 124.3120
Durbin-Watson stat 1.399901 Prob(F-statistic) {.000000




Dependent Variable: LOG(JMLMBL}
Method: Least Sqguares
il Date. 09/09/04 Time: 20:24
Sample: 1985 2002
Included cbservations: 18
Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.
c -10.06870 4.877285  -2.064404 0.0580
LOG(PDRB) 0.122730 0.030573 4.014297 0.0013
t LOG(JMLPDDK]) 0.917868 0.357425 2.568002 0.0223
i LOG(JMLSM) (0.432452 0.041804 10.34473 0.0000
! R-squared 0.958085 Mean dependent var 11.00299
l Adjusted R-squared 0985532 $.D. dependent var 0.271530
ii 5.E. of regression 0.032681 Al.aike info criterion -3.812164
Sum squared resid 0.014934 Schwarz criterion -3.614303
. Log liketihood 3830947 F-statistic 386.9994

| Durbin-Watson stat 1532093 Prob{F-statistic} 0 000000




PKB

25

PKB vs. PDRB

24 |

23 -

22 -

21
12.0

12.5

13.0

PDRB

13.5

14.0



PKB

25

PKB vs. JIMLPDDK

24

23

22-

21 -

20
15.4

JMLPDDK

15.7

15.8



PKB

PKB vs. JMLSM

25

24 -

23 -

22 -

12.5



PKB

25

PKB vs. JMLMBL

24 _

23 -

22 1

C

21

104 106 108 110 112 114 116

JMLMBL




